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Abstract :
The provincial government is currently processing the document of the Governor of the Regulation and Control of Population growth in Papua province. Human Resources Development Agency (BPSDM) Papua province is doing some work programs in order to prepare and establish regulations in question. Population policy is an implementation of Law No. 21 of 2001 on Special Autonomy for Papua Province and Papua Provincial Regulation (Perdasi) No. 15 of 2008 on population. The focus of this rule is more dominant set the field of migration as the dominant factor causing population growth in Papua. It is planned that this rule would regulate the field of birth and death also, because in theory the cause of population growth is not only influenced the migration aspects but also aspects of death and rebirth. The difference between outmigration and inmigration is net migration. If inmigration then the addition of more residents in the region, and vice versa. If born population more than the death of the accretion occurs naturally (natural increase of), and vice versa, so regulation of the Governor's supervision and control of population growth should regulate the field of migration, births and deaths of the population.

Abstrak :
Pemerintah provinsi saat ini sedang memproses dokumen Gubernur Peraturan dan Pengendalian Pertumbuhan penduduk di Provinsi Papua. Badan Pengembangan Sumber Daya (BPSDM) Provinsi Papua Manusia melakukan beberapa program kerja dalam rangka menyusun dan menetapkan peraturan tersebut. Kebijakan kependudukan merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Peraturan Daerah Provinsi Papua (Perdasi) Nomor 15 tahun 2008 tentang populasi. Fokus dari aturan ini lebih dominan set bidang migrasi sebagai faktor dominan yang menyebabkan pertumbuhan penduduk di Papua. Hal ini direncanakan bahwa aturan ini akan mengatur bidang kelahiran dan kematian juga, karena dalam teori penyebab pertumbuhan penduduk tidak hanya dipengaruhi aspek migrasi tetapi juga aspek kematian dan kelahiran kembali. Perbedaan antara migrasi keluar dan inmigration adalah migrasi bersih. Jika inmigration maka penambahan penduduk lebih di wilayah tersebut, dan sebaliknya. Jika populasi lahir lebih dari kematian akresi yang terjadi secara alami (peningkatan alami), dan sebaliknya, sehingga regulasi pengawasan Gubernur dan pengendalian pertumbuhan penduduk harus mengatur bidang migrasi, kelahiran dan kematian penduduk.






Formulasi, penetapan dan implementasi kebijakan kependudukan Provinsi Papua didasarkan pada keinginan politik mas-yarakat dan pemerintah daerah. Kebijakan kependudukan merupakan penjabaran visi, misi, pendekatan, strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah. Kebijakan kependudukan pra dan era oto-nomi khusus relatif berbeda. Kebijakan penduduk bukan diarahkan pada pem-batasan, tetapi pada pengawasan dan pengendalian pertumbuhan penduduk. Terutama pengendalian dan pengawasan migrasi masuk (inmigrasi) ke wilayah ini. pendekatannya melalui tertib administrasi bagi para pendatang (migran). Menurut pemerintah daerah dan sebagian orang asli bahwa pendatang sudah terlalu banyak, perlu pengendalian dan kurang terdata baik. Walaupun penduduk Provinsi Papua tahun 2010 (SP 2010) berjumlah sekitar 2,9 juta jiwa yang menempati wilayah sekitar 2 kali Pulau Jawa, atau sekitar kurang lebih sama dengan penduduk satu kabupaten di Pulau Jawa.
UU 21 Tahun 2001 dan PERDASI No.15 Tahun 2008 Tentang kependudukan me-mang hingga sekarang masih menuai perdebatan. Pemerintah pusat terlihat kurang setuju dengan kebijakan kependu-dukan model ini, bahkan diduga men-curigai keinginan politik migrasi ini. Apakah sudah merupakan kebijakan yang tepat atau tidak. Banyak pihak hingga sekarang pula masih menyayangkan mengapa migrasi ke daerah ini harus dibatasi atau diawasi dan dikendalikan, karena Papua masih sangat membutuhkan masyarakat migran dalam mendukung proses pembangunan daerah ini. Meng-harapkan orang asli membangun daerah-nya secara cepat tidaklah mungkin, karena SDM dan lainnya masih terbatas. Apalagi jumlah penduduk di tanah ini masih sangat sedikit dibanding wilayahnya. 
Peraturan Daerah Provinsi (PERDASI) No. 15 Tahun 2008 tentang Kependudukan merupakan penjabaran UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Pro-vinsi Papua. Tetapi, kedua dasar hukum ini masih bersifat umum, abstrak, dan me-nyangkut bidang private sector (swasta) maka berdasarkan Undang-Undang No-mor 10 tahun 2004 Tentang Tata Aturan Perundang-undangan dan Undang Un-dang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 146, di-perlukan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk men-jabarkan pasal-pasal umum menjadi konkrit dan terukur supaya dapat diimplementasi, kemudian dibuat Surat Keputusan (SK) Gubernur, Petunjuk Pelak-sanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis). Tetapi karena implementasinya dilaksanakan pada tingkat kabupaten/ kota, maka diperlukan pula Peraturan Daerah (Perda) kabupaten/kota dan Surat Keputusan Bupati/Walikota, baru dapat dilakanakan. 
Memang kebijakan migrasi ini belum bisa diterapkan hingga saat ini, karena perangkat hukum dibawahnya belum se-lesai hingga kini. Ini pula implikasi dari PERDASI yang berada di tingkat provinsi, padahal penerapan/pelaksanaan berada di tingkat kabupaten/kota. Bahkan beberapa pihak mengatakan dengan memperhatikan situasi politik dan dinamika politik peme-rintahan daerah, maka mungkin juga kebijakan migrasi ini tidak akan pernah diberlakukan. Hingga hingga sekarang belum ada satupun kabupaten/kota ber-keinginan melaksanakan PERDASI migrasi ini. Bisa pula mengindikasikan ketidak-mauan politik pimpinan daerah untuk melaksanakannya. Tulisan ini hanya ingin menunjukkan bagaimana perkembangan dari implementasi keinginan politik migrasi yang ketika itu begitu menjadi perdebatan banyak pihak tetapi diputus-kan secara politik oleh DPRP untuk tetap dilaksanakan. 
Dinas kependudukan (dan tenaga kerja) Provinsi Papua tidak memasukkan tupok-sinya untuk melaksanakan PERDASI No.15 Tahun 2008 tentang Kependudukan. Dinas ini asyik dengan program-program nasio-nal bahkan cenderung menghindar dari PERDASI ini. Aneh, pemerintah daerah provinsi malah tidak menganggap penting untuk melaksanakannya. Mungkin pula mulai terbangun pengetahuan, pemaha-man dan kesadaran bahwa keinginan dan keputusan politik migrasi ketika itu dinilai salah atau tidak tepat. Keputusan politik migrasi ketika itu kini dinilai ternyata terlalu subjektif dan tidak tepat dalam konteks pembangunan daerah ini. Walau-pun sesungguhnya hingga kini masih banyak pihak tetap menginginkan keputu-san politik migrasi itu harus dilaksanakan dalam era Otsus. Perbedaan dan perdeba-tan politik migrasi memang masih tetap ada hingga kini. Termasuk antara BP SDM Provinsi Papua dan Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Provinsi Papua. 





Isu Politik Migrasi 
Migrasi memang menjadi salah satu isu politik utama di tanah Papua, terutama menjelang penetapan UU 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Ketika itu secara politik aspek migrasi dipandang sebagai salah satu penyebab utama persoalan orang asli seperti kemiskinan, marginalisasi dan keterbelakangan orang asli. Isu-isu politik migrasi ketika itu ditemukan beragam. Isu politik migrasi berkembang dan dikem-bangkan berdasarkan kepentingan idiologi politik masing-masing kelompok masyara-kat. Migrasi menjadi isu sentral persoalan pembangunan daerah. Migrasi dinilai se-bagai komponen pembangunan daerah yang perlu ditata dan direncanakan supaya bisa mendukung pembangunan daerah ini. Isu politik migrasi ketika itu, direspon dengan dua pandangan berbeda yaitu dari sisi positif dan negatif.
Isu dan wacana politik positif migrasi, antara lain :
-	migrasi merupakan perilaku alami manusia
-	Migrasi merupakan kebutuhan (basic need) manusia 
-	Migrasi adalah HAM (Hak sipil, sosial, budaya, ekonomi, politik) Konvenan PBB yang sudah dirativikasi pemerintah Indonesia 
-	Migrasi adalah HAK warga negara Indonesia 
-	Transmigrasi mendukung percepatan pem-bangunan daerah dan masyarakat, walau ada implikasi negatif bagi orang asli 
-	Wilayah Papua bagian NKRI
-	Migrasi meningkat dalam era globalisasi 
-	Migran (pendatang) pendukung percepatan pembangunan di tanah Papua
-	Membantu meningkatkan pertumbuhan eko-nomi di Papua
-	Berperan dalam pengembangan keagamaan 
-	Mempercepat pembangunan pendidikan 
-	Memberikan pengalaman dan pengetahuan terhadap penduduk asli
-	Mengembangkan berbagai dunia usaha 
-	Menciptakan lapangan pekerjaan
-	Bersama penduduk asli membangun Papua 
-	Transformasi sosial budaya
-	Sumber difusi inovasi (pertanian, per-dagangan, jasa, dll) 
-	Mendukung stabilitas sosial-politik
-	Penguatan pertahanan dan keamanan negara
-	Pemersatu bangsa dan Negara Indonesia, dan lainnya 

Sedangkan Isu dan wacana politik negatif migrasi, antara lai :
-	Transmigrasi harus dihentikan
-	Pembunuhan karakter (Perbandingan karakter /perilaku)
-	Pembawa HIV/AIDS di Papua
-	Orang Papua sulit bertambah
-	Pelarian dan/atau persembunyian para teroris
-	Membawa orang miskin, pemulung, & se-jenisnya di Papua
-	Menambah jumlah pengangguran orang Papua
-	mempersempit kesempatan kerja orang Papua
-	Dominasi pendatang pada lapangan pekerjaan
-	Sumber konflik sosial-politik di Papua
-	Menolak migrasi masuk itu karena mau merdeka
-	Beban sosial bertambah di Papua
-	Daya tampung sosial melemah
-	Pemicu instabilitas
-	Tidak membina penduduk asli
-	Menghidupi/mementingkan  diri sendiri 
-	Kurang membaur dengan penduduk lokal
-	Menguasai sumber ekonomi di Papua
-	Ancaman kekhasan orang asli Papua
-	Penduduk asli merasa terancam
-	Ras Melanesia akan punah
-	Budaya orang Papua luntur
-	Kurang rasa penghargaan dan terima kasih pada pendatang
-	Pendatang cenderung eksklusif
-	Tidak banyak memberikan keuntungan pada orang asli, dan lainnya.

Kebijakan Kependudukan
Berdasarkan isu dan wacana politik be-ragam migrasi dan pembangunan daerah, maka pemerintah pusat dan daerah me-lakukan penjaringan isu-isu strategis politik migrasi dalam proses pembangunan ke depan di wilayah ini. Berbagai isu strategis migrasi kemudian diformulasi untuk menetapkan keputusan politik ke-pendudukan, antara lain tentang bagai-mana menyikapi dan mengatur migrasi yang terus meningkat. Kebijakan kepen-dudukan menyangkut migrasi dimasukkan dalam bab dan pasal UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Tetapi karena pasal-pasal migrasi dalam UU 21 Tahun 2001 masih bersifat sangat umum dan abstrak maka sesuai ketentuan dijabarkan dalam Peraturan Daerah Provinsi (PERDASI) No.15 Tahun 2008 Tentang Kependudukan. Tetapi, dalam kenyataannya PERDASI inipun masih bersifat umum, abstrak, dan me-nyangkut wilayah private sector sehingga masih perlu pula dikonkritkan dalam suatu Peraturan Gubernur dan seterusnya.
Kebijakan kependudukan secara politik lebih diarahkan pada pengendalian per-tumbuhan penduduk sebagai akibat mig-rasi masuk penduduk. Migrasi dinilai se-bagai penyebab dominan tingginya tingkat pertumbuhan penduduk. Migrasi secara politik dipandang bersifat negatif diban-ding positif dalam proses pembangunan daerah ini. Tingginya migrasi masuk dinilai berimplikasi negatif terhadap pro-ses pembangunan. Migrasi dianggap se-bagai salah satu penyebab utama per-masalahan sosial, Budaya, ekonomi, po-litik, hukum, HAM, lingkungan dan keamanan daerah ini. Sebaliknya, sebagian masyarakat Papua dengan berbagai alasan atau pertimbangan pula menganggap migrasi sejak dahulu hingga sekarang telah berimplikasi atau berkontribusi positif ter-hadap kemajuan pembangunan daerah dan masyarakat. Perbedaan pandangan dan atau perdebatan  atas kedua idiologi politik kependudukan ini masih terus berlang-sung hingga kini, walaupun  pemerintah daerah sudah menetapkan pilihan kebi-jakannya.
Perbedaan pandangan menyebabkan munculnya dua faham politik kebijakan kependudukan; pertama, kebijakan ber-tujuan membatasi migran (pendatang) masuk ke tanah Papua melalui sistem quota, dan kedua, kebijakan bertujuan melakukan pengawasan dan pengendalian melalui tertib administrasi penduduk mig-ran yang datang dan menetap di provinsi ini. Apabila mengikuti idiologi pembatasan penduduk maka berkonsekwensi jumlah migran ke daerah ini pada setiap periode waktu tertentu harus dibatasi (sistem quota), misalnya setiap tahun hanya boleh masuk 25.000 orang migran. Kedua, menetapkan kebijakan pengawasan dan pengendalian penduduk dimana peneka-nan pada tertib administrasi kependudu-kan, misalnya pendatang yang tidak me-miliki/memenuhi persyaratan do-kumen administrasi kependudukan sesuatu keten-tuan beresiko tidak boleh menetap di daerah ini dan/atau dipulangkan ke daerah asalnya.  
Idiologi pembangunan kependudukan dalam UU Otsus sebenarnya awalnya me-nginginkan adanya pembatasan jumlah penduduk migran (pendatang) ke wilayah ini. Walaupun bersifat diskriminatif tetapi dipandang sebagai diskriminatif yang po-sitif (menurut Ketua MK RI, Jimmy Ashidiqiy, 2006). Betul, tetapi  pemerintah daerah ini perlu extra hati—hati  karena pemerintah Indonesia sudah meratifikasi konvenan PBB tentang hak-hak sipil, sosial, budaya, ekonomi dan politik. Apabila salah penerapannya maka pemerintah daerah ini beresiko menuai tuntutan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan Hak-Hak warga negara Indonesia karena wilayah Papua berada dalam bingkai NKRI. Pemerintah daerah akhirnya memilih “opsi”  kebijakan tertib admnis-trasi penduduk dalam melakukan penga-wasan dan penertiban terhadap migran (pendatang). Walaupun masih ada mas-yarakat yang menginginkan perlunya pembatasan penduduk migran masuk ke daerah ini untuk kepentingan perlin-dungan terhadap orang asli.
Dalam dinamika politik migrasi demi-kian pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Pengelolala Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua kini sedang menyusun draft Peraturan gubernur meli-batkan beberapa instansi terkait. Penulis terlibat mewakili kalangan akademis. Direncanakan pada tahun 2012 aturan sudah ditetapkan, tetapi hingga bulan Mei tahun 2013 belum juga ditetapkan, untuk kemudian menyelesaikan peraturan lain-nya, seperti pembuatan SK Gubernur, JUKLAK, JUKNIS, PERDA Kabupaten/ Kota dan SK Bupati/Walikota tentang tertip administrasi penduduk. Memper-hatikan proses dan dinamika politik daerah ini maka diprediksi kebijakan bidang kependudukan ini  belum bisa diimplementasikan pada kurun waktu dekat ini, karena implementasinya tergan-tung pula pada political will setiap kepala daerah tingkat kabupaten/kota, karena kemungkinan pula tidak semua kepala daerah  setuju terhadap kebijakan kepen-dudukan ini.
Tidak semua pimpinan daerah kabupa-ten dan kota setuju terhadap “pengen-dalian dan pengawasan” pendatang di wilayah pemerintahannya. Terdapat pan-dangan bahwa idologi kebijakan ini meru-pakan “upaya tersembunyi” membatasi pendatang ke daerah ini, karena kebe-radaan masyarakat pendatang sejak dahulu hingga sekarang sangat dibutuh-kan, dalam rangka mempercepat pemba-ngunan daerah dan masyarakat asli. Apalagi pembentukan Daerah Otonomi Baru (wilayah pemekaran) yang mem-butuhkan tenaga kerja potensial dan sumberdaya manusia dalam mendukung percepatan pembangunan daerah dan masyarakat. Beberapa pimpinan daerah berpandangan migran tidak perlu terlalu dipersoalkan, karena yang penting bagai-mana pengembangkan kebijakan dan program proteksi (perlindungan), pember-dayaan dan keberpihakan pembangunan terhadap orang asli. Afirmative policy dan program bagi penduduk asli menjadi solusi terbaik. Formulasi dan implementasi kebijakan migrasi memang perlu dibuat secara baik dan tepat. 
Tertib administrasi penduduk meru-pakan kebijakan dan program kependu-dukan yang bertujuan mendapat data penduduk secara detail dalam kerangka kepentingan perencanaan pembangunan daerah dan masyarakat. Pemerintah daerah menginginkan migran atau pen-datang memiliki identitas jelas dan lengkap. Masyarakat Papua tidak mengi-nginkan para pendatang residivis, kri-minal, teroris, perampok, ex pembobol bank, penjual narkoba, penyebar HIV/ AIDS, pemulung, peminta-minta atau kelompok berpotensi membuat kacau situasi sosial dan keamanan di daerah ini. Data kependudukan dibutuhkan dalam rangka memformulasi kebijakan pem-bangunan berbasis penduduk, dimana penduduk sebagai pusat pembangunan (people centered development). Pemerintah menghendaki adanya sistem registrasi penduduk yang maju berbasis teknologi komputerisasi, sebagaimana di negara-negara maju. Semua penduduk menetap dan datang harus mendukung dengan memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan pemerintah daerah. Pemerintah berpandangan salah satu sebab utama kurang tepatnya formulasi kebija-kan pembangunan karena tidak detailnya atau minimnya data penduduk. 

Dasar Hukum 
Dasar hukum kebijakan publik bidang kependudukan di Indonesia, khususnya di Provinsi Papua, sebagai berikut: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lem-baran Negara Nomor 2907). Undang-Undang Nomor 21 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagai-mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884). Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerin-tahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor  59. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844). Undang Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475). Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886). Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pera-turan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389). Undang Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant on Economic Social and Culture Right (Kon-venan Internasional Tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya). Undang Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant on civil and political Right (Konvenan Internasional Tentang Hak sipil dan politik). Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminis-trasi Kependudukan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan  Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan.
Dasar hukum lainnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudu-kan  (Lembaran Negara Republik Indo-nesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559). Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Undang Undang  Nomor 23 Tahun 2006 tentang ad Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736). Pera-turan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabu-paten/Kota  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tam-bahan Lem-baran Negara Republik Indo-nesia Nomor 4737). Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Kependudukan.  

Pertimbangan
Pertimbangan kebijakan kependudukan dalam era otonomi khusus di Provinsi Papua, adalah bahwa perkembangan pembangunan selama Otonomi Khusus di Provinsi Papua telah menjadi daya tarik dominan bagi pendatang untuk berkun-jung dan menetap di Provinsi Papua. Peningkatan jumlah penduduk Di Provinsi Papua dominan disebabkan faktor migrasi masuk yang tidak terdata baik dan telah mendorong persoalan kriminalitas dan sosial lainnya. Masuknya penduduk luar Provinsi Papua tanpa tertib administrasi kependudukan berdampak pada muncul-nya kesenjangan sosial antara penduduk pendatang dan asli serta kurang ter-lindunginya hak-hak dasar orang asli Papua. Dalam rangka memberikan kese-jahteraan kepada penduduk di Provinsi Papua, maka pemerintah daerah berke-wajiban melakukan penertiban dan penga-wasan bagi penduduk pendatang. Dalam rangka menciptakan rasa aman, tentram dan pengawasan terhadap penduduk maka perlu ada partisipasi atau kerjasama dari penduduk berupa kewajiban me-matuhi peraturan tentang pengendalian penduduk. Dalam rangka pengendalian pertumbuhan penduduk maka perlu mem-perhatikan faktor kelahiran dan kematian penduduk di Provinsi Papua. Dalam rangka pengendalian pertumbuhan pen-duduk maka perlu pengembangan prog-ram bidang kelahiran penduduk. Aspek kelahiran penduduk asli mempengaruhi pertambahan alami orang asli Papua. Kurangnya memperhatikan aspek kema-tian orang asli Papua dapat mempengaruhi pertambahan alami dan kualitas penduduk asli. Dalam rangka pengendalian pertum-buhan penduduk maka dilakukan peman-tauan bidang migrasi, kelahiran dan kematian penduduk.

Tertib Administrasi
Dalam kerangka kebijakan tertib admi-nistrasi migrasi maka pihak eksekutif melalui BPSDM Provinsi Papua pada tahun 2012 sudah membuat draft kebijakan kependudukan bidang migrasi yang di-rencanakan  akan diajukan ke Gubernur Provinsi Papua untuk ditetapkan. Draft peraturan gubernur ini dibuat melalui tahapan konsultasi publik, seminar, lo-kakarya  dan studi banding. Dalam kerang-ka menjelaskan isi draft Peraturan Guber-nur dimaksud, maka dalam tulisan ini akan dijelaskan bagaimana idiologi materi Peraturan gubernur ini untuk diketahui masyarakat luas sekaligus menjelaskan bagaimana keinginan politik kependudu-kan migrasi oleh pihak eksekutif dalam era otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Tentunya seperti biasanya, sebagai sebuah kebijakan politik migrasi maka tentunya akan ada pihak yang setuju dan tidak menyetujuinya.
Dijelaskan bagaimana proses pengawa-san dan pengendalian pertumbuhan pen-duduk ditujukan terhadap penduduk pen-datang (berkunjung) dan penduduk yang ingin menetap. Direncanakan setiap orang yang datang (migran) dan atau berkunjung ke Provinsi Papua wajib mematuhi ad-ministrasi kependudukan dalam penye-lenggaraan  Pengawasan dan Pengendalian pertumbuhan penduduk di Provinsi Papua. Untuk memenuhi kebijakan ter-sebut maka bisa dilakukan melalui prog-ram pendaftaran pendatang dan penga-wasan pendatang. Bahwa setiap penduduk menetap dan pendatang berhak mendapat-kan pelayanan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk, serta setiap penduduk wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua. Kewajiban penduduk ini adalah untuk penduduk pendatang dan penduduk Papua.
Direncanakan, kedatangan penduduk Warga Negera Indonesia yang diakibatkan perpindahan di dalam atau di luar wilayah Provinsi Papua wajib didaftarkan pada pemerintahan kelurahan atau Kampung setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah dari daerah asal. Terhadap kedatangan pen-duduk Warga Negara Asing (WNA) dan penduduk sementara ke wilayah Provinsi Papua wajib didaftar pada pemerintahan kabupaten dan kota dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah. Kedatangan penduduk dari luar daerah Provinsi Papua baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing  wajib terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam per-aturan gubernur Provinsi Papua.
Pendaftaran kedatangan penduduk pen-datang WNI ke Provinsi Papua harus dicatat dalam Buku Induk Penduduk se-telah memenuhi syarat-syarat yang di-tentukan. Pendaftaran kedatangan pen-duduk sementara dapat dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara dan diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara serta Surat Ketera-ngan Tempat Tinggal. Dalam melak-sanakan pendataan pendatang di tempat kedatangan maka Dinas Kependudukan masing-masing Kabupaten/Kota di Pro-vinsi Papua wajib memberikan pelayanan administrasi, berupa pemberian daftar isian menurut identitas, maksud kunju-ngan dan wajib diisi dan diserahkan kepada petugas pos pelayanan di tempat (pelabuhan) kedatangan. Pendatang yang bermaksud menjadi penduduk Provinsi Papua harus melengkapi syarat-syarat yang ditentukan. Pemenuhan persyaratan administrasi dimaksud dikecualikan apa-bila ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota. Bupati/ Walikota berwe-nang memberikan pengecualian pendatang tertentu. 
Perusahaan atau agen pengangkutan, berkewajiban memberitahukan kepada calon penumpang yang akan membeli tiket ke Provinsi Papua tentang adanya per-syaratan yang harus dipenuhi untuk masuk Provinsi Papua, beserta resiko ditolak dan dipulangkan jika penumpang tersebut tidak memenuhi persyaratan. Pendatang yang tidak memenuhi per-syaratan masuk ke Provinsi Papua, dipulangkan oleh perusahaan atau agen pengangkutan yang membawa penum-pang tersebut dan apabila tidak ada lagi pengangkutan pada hari itu, maka di-tampung sementara di tempat tempat transito, sampai ada pengangkutan ke pelabuhan keberangkatan semula. Setiap perusahaan atau agen pengangkutan yang membawa penumpang ke Provinsi Papua bertanggung jawab dan berkewajiban untuk membawa kembali atas biayanya sendiri jika ternyata ada penumpangnya yang tidak memenuhi persyaratan dan ditolak masuk ke Provinsi Papua dan harus dikembalikan ke tempat (pelabuhan) dari mana ia datang. 
Berdasarkan maksud dan tujuan kun-jungan maka pendatang dapat diklasifi-kasikan menjadi kunjungan sebagai wisa-tawan, kunjungan biasa, dan kunjungan pencari kerja. Setiap pendatang yang berkunjung sebagai wisatawan, maka pe-merintah Kabupaten/Kota memberikan kemudahan berupa pemberian informasi yang dibutuhkannya. Dalam pemberian pelayanan informasi maka pemerintah Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Agen Perjalanan yang ada. Setiap pen-datang yang melakukan kunjungan pen-didikan, kesehatan dan keluarga, diberikan kemudahan domisili. Setiap pendatang yang melakukan kunjungan keluarga, diberikan batas waktu kunjungan selama 30 (tiga puluh) hari atas jaminan keluarga yang memiliki domisili tetap. Batas waktu kunjungan sebagaimana dimaksud dapat diperpanjang oleh Kepala kampung/lurah atas permohonan keluarga penjamin. 
Setiap pendatang yang melakukan kun-jungan/ keperluan kedinasan, bisnis dan lain-lain jenis kunjungan harus mem-perlihatkan dokumen surat yang berhubu-ngan dengan tujuan kunjungan pendatang. Setiap pendatang yang melakukan transit, harus memperlihatkan tiket perjalanan lanjutan atau sejumlah uang yang di-perlukan untuk melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan. Setiap pendatang yang melakukan kunjungan dengan maksud mencari kerja harus mempunyai jaminan dari keluarga yang memiliki domisili tetap dan wajib melaporkan diri kepada Ketua RT/RW. Setiap pendatang yang melaku-kan kunjungan dengan maksud mencari kerja harus menyerahkan uang jaminan sebesar ongkos pulang ke daerah asal, dan atau menunjukan biaya hidup  untuk sedikit-dikitnya 15 (lima belas) hari, apabila tidak menyerahkan uang jaminan, maka Pemerintah kabupaten/kota berhak menolak pendatang tersebut. Pendatang yang belum mendapat pekerjaan dan atau biaya hidup habis, maka Pemerintah kabupaten/kota dapat memulangkannya ke daerah asal atas biaya pendatang. Pendatang yang menolak ditempatkan pada tempat penampungan sementara, Pemerintah kabupaten/kota berwenang menentukan kepulangan pendatang di-maksud. Terhadap pendatang yang tidak memenuhi ketentuan  maka bupati/ wali-kota memiliki kewenangan menentukan kepulangan pendatang dimaksud. 
Badan Hukum sebagai penyalur tenaga kerja yang mengirim tenaga kerja ke Provinsi Papua wajib memberikan jaminan. Apabila Badan Hukum sebagai penyalur Tenaga Kerja tidak dapat memperlihatkan dokumen yang sah dan memberikan jaminan berupa kewajiban sebagaimana dimaksud, maka bupati/ walikota berwenang untuk menolak ke-datangan pendatang pencari kerja itu. Bupati/Walikota dapat melaksanakan razia kependudukan dan dalam melak-sanakan razia penduduk maka bupati/ Walikota dapat mempertimbangkan me-lakukan tindakan memulangkan penda-tang yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Tata cara pelaksanaan ditetapkan bupati/Walikota. BPSDM dan Dinas Kependudukan bekerjasama mela-kukan penelitian tentang keabsahan dan kelengkapan dokumen kependudukan. Berdasarkan kewenangan dimaksud maka  dapat meminta keterangan kepada yang bersangkutan dan/atau ins-tansi lain. Tata cara pelaksanaan secara teknis di lapangan dapat diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Persyaratan Migran
Setiap orang migran yang melak-sanakan kunjungan ke Provinsi Papua diwajibkan mengisi formulir daftar isian dan memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan. Daftar isian dimaksud didapat dan disediakan oleh perusahaan atau agen pengangkutan pada waktu pembelian tiket di daerah asal atau pelabuhan pem-berangkatan yang harus diisi oleh calon penumpang pada saat keberangkatan. Persyaratan untuk melakukan kunjungan ke Provinsi Papua adalah sebagai berikut: Memiliki surat jalan dari daerah asal, dan kartu identitas diri berupa e-KTP, dan lainnya. Mendapat jaminan biaya dari penduduk yang berada di Provinsi Papua. Jika kunjungan bersifat sementara, harus memiliki sejumlah uang yang diperlukan untuk kembali ke tempat asal, atau berupa tiket pulang pergi dari dan ke tempat asal. Jika kunjungan untuk memenuhi pang-gilan kerja, maka harus memiliki surat panggilan kerja dari Perusahaan yang menerima. Jika kunjungan bersifat transit, maka harus memiliki tiket perjalanan lanjutan atau sejumlah uang yang di-perlukan untuk melanjutkan perjalanan ketempat tujuan. Jika kunjungan untuk mencari pekerjaan, maka harus memiliki Surat Jaminan dari orang yang akan dikunjungi, yang berdomisili tetap. Jika kunjungan sebagai wisatawan, yang ber-sangkutan harus menunjukkan hotel/ penginapan dan sejumlah uang untuk biaya hidup dan tiket pulang. 
Direncanakan bahwa tata cara pelak-sanaan dapat diatur melalui Surat Kepu-tusan bupati/walikota. Ketentuan berbeda dapat dilakukan pada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas ke Provinsi Papua, WNA yang datang dari pelabuhan Indonesia lainnya, anak di bawah umur yang didampingi orang tua atau walinya, dan karyawan dan pengurus perusahan. Bupati/Walikota dapat memberikan pe-ngecualian terhadap kepada pihak-pihak selain dari yang disebutkan tersebut. 

Pembatalan Dokumen Administrasi
Dalam kebijakan juga dapat dilakukan tindakan pembatalan terhadap dokumen administrasi penduduk apabila ditemukan dokumen tidak sah atau illegal atau pe-malsuan dokumen yang berindikasi pe-langgaran perdata dan pidana, maka petugas atau pejabat pada dinas terkait dapat melakukan tindakan-tindakan resmi menyangkut pembatalan atau tindakan hukum lain sesuai ketentuan, sebagai berikut bahwa apabila ditemukan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan yang lain, yang didapat tanpa melalui prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan gubernur ini, maka Kartu dan Surat Keterangan Kependudukan dimaksud dicabut dan/atau dibatalkan. dilakukan pencabutan dan atau pembatalan maka terlebih dahulu meminta keterangan dari penduduk yang bersangkutan atau instansi terkait. Dalam meminta keterangan dari penduduk maka pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara Peme-riksaan (BAP). Pencabutan atau pemba-talan juga termasuk akibat langsung yang terjadi atas penetapan dari pembatalan instansi lain dengan diterbitkan Surat Keterangan Pembatalan Status Kepen-dudukan. Prosedur dan tata cara pelak-sanaan pencabutan dan/atau pembatalan ditetapkan oleh Bupati/ Walikota. 

Proses Penyidikan 
Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik kasus tindak pidana, maka penyidikan atas dugaan tindak pidana administrasi kependudukan dapat dilakukan juga oleh pihak Penyidik Pega-wai Negeri Sipil di lingkungan Peme-rintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan per-undang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pe-jabat Penyidik berwenang menerima lapo-ran atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Melakukan tinda-kan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka. Melakukan penyitaan benda atau surat. Mengambil sidik jari dan memotret se-seorang. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Mendatangkan ahli diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan per-kara. Mengadakan penghentian penyidi-kan setelah mendapat pentunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertang-gung jawabkan. Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik sebagaimana dimaksud tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan penyidikan. Selain ketentuan pidana ad-ministrasi kependudukan maka terhadap pelanggaran administrasi migrasi ini bisa pula dikenakan sanksi administrasi peringatan. 

Kelahiran Penduduk 
Kelahiran penduduk sebagai komponen yang mempengaruhi pertumbuhan pen-duduk alami perlu didata atau dicatat pula secara baik. Logikanya apabila pemerintah daerah menginginkan pertambahan alami penduduk asli, maka aspek kelahiran perlu dicatat dan diperhatikan pemerintah. Proses kelahiran penduduk harus ditanga-ni secara baik oleh pemerintah daerah. Berdasarkan UU No.21 Tahun 2001 dan Perdasi No.15 maka setiap peristiwa kelahiran penduduk di Provinsi Papua dan aspek pokok terkait  harus dicatat dalam buku induk kependudukan yang terdapat atau berada di kampung/kelurahan. Dalam mengembangankan sistem pendata-an dan  pelaporannya maka data kelahiran di kampung/kelurahan ditetapkan di-laporkan setiap bulan secara berjenjang ke distrik, kabupaten/kota dan provinsi. Di-tetapkan setiap Ibu hamil wajib mendapat-kan informasi, pengetahuan dan pelayanan ibu hamil, melahirkan, kesehatan, dan gizi dari pemerintah kabupaten/kota. Layanan informasi tentang ibu hamil, melahirkan, kesehatan dan gizi kepada ibu hamil dilakukan dengan pembebasan biaya. 
Dalam rangka mendapatkan data akurat tentang aspek kelahiran maka setiap Ibu Hamil dan melahirkan dicatat data-data kelahirannya dalam Buku Induk Kependu-dukan, seperti data tentang orang asli, bukan orang asli, suku-bangsa, agama, jumlah kehamilan, jumlah kelahiran, kunjungan Ibu Hamil ke Rumah Sakit, ibu hamil memperoleh Tetanus Toksoid (TT), ibu hamil faktor resiko, ibu hamil komplikasi, ibu hamil dirujuk ke Rumah Sakit, ibu hamil tidak dirujuk ke Rumah Sakit, ibu hamil dengan Nakes, non kunjungan Ibu hamil ke Rumah Sakit, persalinan dengan medis, persalinan dengan dukun, ibu hamil dengan Nakes, kematian Ibu melahirkan (maternal mor-tality), lahir mati (still birth), persalinan di fasilitas kesehatan, persalinan di non fasilitas kesehatan, layanan gizi pemerin-tah, non layanan gizi pemerintah, layanan persalinan pemerintah, non layanan per-salinan pemerintah, layanan menyusui pemerintah, non layanan menyusui peme-rintah, layanan kesehatan pemerintah, non layanan kesehatan pemerintah, non laya-nan persalinan pemerintah, pembiayaan pemerintah, non pembiayaan peme-rintah, kelahiran dengan akte kelahiran, kelahiran dengan non akte kelahiran, kelahiran dengan biaya akte kelahiran, dan kelahiran dengan non biaya akte kelahiran. 
Data-data tersebut di atas merupakan indikator kebijakan penanganan bidang kelahiran penduduk dan terdapat dalam dokumen pencatatan pada Buku Induk Kependudukan yang berada di kam-pung/kelurahan. Pencatatan data pen-duduk ini dilakukan petugas pada instansi terkait. Sesuai Perdasi kependudukan, maka setiap kelahiran orang asli harus menerima layanan peningkatan gizi hingga mencapai usia 8 (delapan) tahun. Layanan peningkatan gizi dibebani pembiayaannya kepada pemerintah daerah. Setiap kela-hiran orang asli Papua menerima layanan perawatan kesehatan hingga mencapai usia 8 (delapan) tahun. Layanan peningkatan perawatan kesehatan dibebani pembia-yaannya kepada pemerintah daerah. Setiap kelahiran anak orang asli Papua yang telah berusia 7 (tujuh) bulan dalam kandungan yang lahir dan mati didata dalam buku induk kependudukan. Buku ini berada di kampung/kelurahan. Setiap Ibu hamil orang asli melahirkan harus mendapat layanan melahirkan yang memadai dari Rumah Sakit dengan penanganan dokter dan/atau bidan. Layanan kelahiran ini dibiayai pemerintah daerah. Perlu pula dibuat ketentuan tentang setiap anak orang asli yang lahir diberikan Akte Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten/kota. Akte Kelahiran ini diberikan tanpa biaya. Setiap tahun di-lakukan pemantauan kelahiran dan dilaku-kan Dinas Kependudukan dan/atau Badan Pengendali Sumber Daya Manusia Provinsi Papua. 

Kematian Penduduk
Sebagaimana bidang kelahiran maka bidang kematian mempengaruhi pula pertambahan alami (natural increase) pen-duduk di tanah Papua. Setiap kematian bayi, anak dan dewasa harus tercatat dalam Buku Induk Kependudukan yang berada di  kampung/kelurahan. Data kematian di kampung/kelurahan dilapor-kan setiap bulan secara berjenjang ke distrik, kabupaten/kota dan provinsi. Setiap kematian anak berumur 7 (tujuh) bulan dalam kandungan yang lahir mati harus pula dicatat dalam buku induk kependudukan yang berada di kampung/ kelurahan. Setiap kematian penduduk mendapat akte kematian dari dinas kepen-dudukan dan catatan sipil. Akte kematian diberikan dengan tidak dipungut biaya. Setiap kematian penduduk dicatat aspek-aspek pokok, seperti data tentang orang asli Papua, bukan orang asli Papua, suku-bangsa, kedaerahan, agama, pekerjaan, usia, jenis kelamin, jumlah kematian, kematian dengan perawatan medis, kema-tian dengan perawatan non medis, sebab kematian (sakit, usia, kecelakaan, di-bunuh/terbunuh, bencana alam, dan lain), jenis penyakit (HIV/AIDS, malaria, diare, Ispa, TBC, dan lain), kematian tidak diketahui (orang hilang), tempat kematian (rumah sakit, puskesmas. Pustu, rumah, jalanan, hutan, laut, sungai, rawa, tidak diketahui), tempat penguburan (pengubu-ran umum, TMP, keluarga, dibakar, hi-lang), biaya lubang penguburan, biaya pembakaran mayat, biaya formalin, biaya pengurusan administrasi jenasah (Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu), biaya peti jenazah, biaya mobil angkut jenazah, biaya pesawat angkut jenazah, akte kematian, non Akte kematian, biaya akte kematian, dan data non biaya akte kematiaan. Aspek kematian ini dicatat dalam Buku Induk Kependudukan di Kampung/Kelurahan.
Data-data kematian dapat dijadikan indikator keberhasilan kebijakan kepen-dudukan dalam penanganan kematian penduduk dan dijadikan bahan analisis bidang kematian penduduk. Digunakan mengukur indikator keberhasilan pemerin-tah dalam menurunkan tingkat kematian, penanganan layanan kesehatan, layanan gizi, layanan sosial, mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dan upaya pe-ngembangan sumber daya manusia penduduk di Provinsi Papua. Digunakan mengukur angka harapan hidup (person years life) penduduk, angka kematian bayi (infant mortality rate), angka kematian anak (child mortality rate), angka kematian ibu (maternal mortality rate), Age Specific Death Rate (ASDR), angka kematian  kasar (Crude Death Rate), penyebab kematian utama (cause of death), kematian berdasarkan penyakit dan sebab kematian, data kema-tian penduduk asli dan pendatang, dan lain sebagainya. Data-data ini dapat digunakan mengukur keberhasilan pemba-ngunan kependudukan, sosial, kesehatan, gizi, indeks pembangunan manusia (IPM)  dan sumber daya manusia masyarakat.      
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